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BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG

DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

28 MARET 2018

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP)
dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut UU
PPNBM) dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVI1/2018 diajukan oleh PT. Harapan Sinar
Abadi yang diwakili oleh Henny Victoria

. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas
Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ UU KUP dan Pasal 9
ayat (9) UU PPNBM, yang berketentuan:

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.




Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29
tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ UU KUP
100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sma, dapat dikreditkan pada Masak Pajak
berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan
pemeriksaan.

. BATU UJI
Bahwa Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ UU KUP dan
Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena dianggap telah
mengurangi hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk melakukan usaha dan
perbedaan kedudukan dalam hukum.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 |
ayat (3) huruf ¢ UU KUP dan Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM, MK memberlkan/

pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) UU KUP \\
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1) Bahwa perbaikan mendasar yang disarankan Mahkamah dalam permohonan
adalah berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita).
Ternyata, Pemohon tetap saja tidak menjelaskan alasan-alasan dimaksud
terutama memberikan penjelasan mengapa keberlakuan Pasal 9 ayat (2a),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9)
UU 42/2009 mengurangi hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28| ayat
(1) UUD 1945. Padahal, penjelasan dan dasar argumentasi mengaitkan
keberlakuan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang a quo menjadi roh
untuk menilai dasar argumentasi Pemohon.

2) Bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan mengajukan permohonan
(posita) sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12
Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan
bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13
ayat (3) huruf ¢ UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 bertentangan
dengan norma dalam pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar
pengujian dalam mengajukan permohonan a quo. Bahkan, pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak disentuh
dan tidak dibahas pada bahagian alasan-alasan mengajukan pengujian.
Setelah membaca dengan cermat semua alasan permohonan yang diuraikan
pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, Pemohon hanya menguraikan
beberapa ilustrasi peristiwa transaksi keuangan yang terkait dengan beban
pembayaran pajak. Dengan ilustrasi demikian, disadari atau tidak, Pemohon
telah mendorong Mahkamah untuk mengadili kasus konkrit yang terkait
dengan beban pembayaran pajak. Padahal sesuai dengan kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, pengujian undang-undang di
Mahkamah bukanlah dimaksudkan untuk menilai kasus konkret, tetapi
untuk menilai konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang
terhadap UUD 1945. Hal ini telah diingatkan kepada Pemohon selama
berlangsungnya sidang pemeriksaan pendahuluan.

3) Adapun uraian Pemohon yang pada intinya berisikan analisis Pemohon
perihal bagaimana seharusnya ketentuan undang-undang di bidang
perpajakan diberlakukan terhadap Pemohon, menurut versi Pemohon, lebih
tepat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan terhadap
otoritas perpajakan, bukan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya
norma undang-undang perpajakan. Lagipula, kalkulasi Pemohon tentang
bagaimana seharusnya undang-undang di bidang perpajakan itu diterapkan
terhadap Pemohon justru bertolak dari logika norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Kalaupun perhitungan pajak yang Pemohon uraikan
dalam permohonan Pemohon ternyata benar, quod non, hal itu tidak
menjadi alasan inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.
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/E. AMAR PUTUSAN
: Menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

F. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan
bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 10/PUU-
XVI1/2018 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap
pengujian Pasal Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ UU
KUP dan Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan

hukum mengikat.
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